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TENTAITG PERTANGG{'NG:\'AItrABAN PELAKSAITAAIT
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAIT PERWAI(ILAN RAITYA'T DAERAII KOTA MEDAJT
DAN

WALI KOTA MEDAN

Menimbang a bahwa sesuai dengan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan daerah
disebutkan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan
Peraturan daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a , dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
ayat ( 1) tersebut dipandang perlu membentuk Keputusan
DPRD Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 dengan Keputusan DPRD Kota Medan;

Mengingat : l. Pasa-l l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3581);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang pembendhrahan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

1 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralqyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (

l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
l82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan
Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tamba}nn lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
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14. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentansPengelolaan Keuangaa Badan Layana, U..rum iL._i*#Negara Republik Indonesia Tahun 
-20OS 

No_o. 4g, Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandartAkuntansi pemerintah (kmbaran Negara Republik-lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Leibaran Negar. Republik
Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiiTahun 2005 Nomor 136, Tambahan Limbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
fglgbanSan (kmbaran Negara Republik tnOonesia"fafrun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);

18. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (kmbararr Negara F"putm.Indonesia Tahun 2O05 Nomor 13g, Tambaian f.*i"r"r,
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun zoos ruorior rcg,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor isiif;'
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman penyusunan dan penerapan Standard eeUyanariMinimal (l,embaran Negara Repubtt Indonesia Tahun 2005Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun'2006
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintal-r Nomor g Tahun 200g tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi p6raksanaan
Rencala Pembangul3l Daerah ( kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0g Nomor 21, Tambahan Lemlbaran It"C;;
Republik Indonesia Nomor 4g l7);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201g tentang pedoman
Penyusunan Peraturan DpRD tentang Tata Tertib Dewan'Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, -Kabupaten, dan Kota
lt-eltaan Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 59,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6lg7i;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan f.embaran N.g*
Republik Indonesia Nomor 6322);

,
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2O18 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 701);

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1s7l;

28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2O16 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
l.embaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2O18 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Irmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2Ol9 Nomor 4);

31. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Sumatra Utara
Nomor:SS.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019, tanggal 17 Mei 2Ol9
tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas l,aporan Keuangan
Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2Ol8;

32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 28
Juni 2019.

2.laporan Hasil Rapat Pembahasan Ranperda Kota Medan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada
Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 22 Juli 2019.

3. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 22 Jwli 2019.
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Menetapkan

KESATU

A. Pendapatan

C. Dana Transfer

Surplus/ (Deflsitl

D. Pembiayaan

Penerimaan

MEMUTUSKAN:

PERSEIUJUAIV BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN DAN trIALI KOTA MEDAN TEITTANG
PERSEf,UJUAN RANCAITGAI{ PERATURAN DAIRAH KOTA
MEDAN TENTAITG PERTAN(X}UilGJAWABAN PELAKSAITAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAIRAH TAIII'N
ANGGARAN 2018.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatal dan
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018 menjadi
Peraturan Daerah Kota Medan, dengan perincian sebagai
berikut :

Rp. 4.253.618.7S8.532,53
(Empat Triliun Dua Ratus Lima Puluh Tiga
Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh
Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus
Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Tiga Rupiah)

Rp. 4.2 1 3.48o.5@.726,24
(Empat Triliun Dua Ratus Tiga Belas Miliar
Empat Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus
Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam
Koma Dua Puiuh Empat Rupiah)

Rp. 1.522.843.4OO,OO
(Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta
Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat
Ratus Rupiah)

Rp. 38.615.4O5.4o,6,29
(Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima
Belas Juta Empat Ratus Lima Ribu Empat
Ratus Enam Koma Dua Puluh Sembilan
Rupiah)

Rp. 43.701.5o,4.5.35,76
(Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Satu
Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga
Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah)

Rp. 15.OOO.OOO.OOO,OO
( Lima Belas Miliar Rupiah)

Rp. 28.701.5O4.535,76
( Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Satu
Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tiga
Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah)

Pengeluaran

Pemblayaan Netto

Sisa Lebth Pemblayaan
Anggaran
Tahun Berkenaan (Silpaf

a

Rp. 67.316.909.942,Os
(Enam Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam
Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu
Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Koma Nol
Lima Rupiah)

B. Belanja
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KEDUA

KETIGA

Drs. H.T.

Tembusan:
1 Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan

Dokumen la.mpiran Keputusan Rancangan Peraturan Daera}r
Kota Medan tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan
diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata
dikemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan
didalamnya.

Dltetapkan dl Medan
pada tanggal 2r- Juli 2019

WALI KOTA MEDAIT, DEWAT PERWTXILAIT RAI(YA'T DAIRAII
KOTA MEDAIT

Ketua,

ELDIIiI g.M.Si.,M.H. HEIyRy JIIOI{ HUTAGIILUIiIG, S.E., S.H., M.H.

:IELAH DITELITI / PERIKSA
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